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PRAKATA PENGUKUHAN
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Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang
saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke
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I. PENDAHULUAN

Naskah orasi ini memuat analisis kajian konflik di Asia Tenggara
sebagai pembelajaran untuk Negara Indonesia. Konflik, baik
berupa separatisme, kekerasan komunal, maupun konflik la-
ten merupakan fenomena yang dialami oleh negara-negara di
Asia Tenggara®. Separatisme di kawasan ini merupakan bagian
dari sejarah integrasi nasional di Indonesia (Aceh dan Papua),
Filipina (Mindanao), dan Thailand (Pattani). Saat ini, separa-
tisme di Aceh dan Mindanao telah berakhir dengan perjanjian
damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah
Indonesia pada 2005, serta perjanjian damai antara the Moro
Islamic Liberation Front (MILF) dan Pemerintah Filipina pada
20142, Namun, konflik separatisme bersenjata masih berlanjut di
Papua, Indonesia dan Pattani, Thailand, yang berimpitan dengan
pembelahan identitas kultural.

Konflik komunal berbasis isu etnis dan atau agama di
Indonesia (1999-2004) dan persekusi terhadap minoritas etnis
Rohingnya (2017) menandai belum meredanya konflik komunal
di Asia Tenggara®. Pasca 2006, konflik komunal di Indonesia
bergeser menjadi persekusi terhadap kelompok minoritas
keagamaan. Sifat dasar konflik juga berubah dari kekerasan
menjadi ketegangan komunal atau disebut sebagai konflik laten,
seperti berkembangnya intoleransi dan radikalisme sejak 2016.
Selain itu, intoleransi juga terjadi dalam media sosial melalui
ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong*. Meskipun
berbagai kajian konflik dan perdamaian telah dilakukan, tetapi
konflik komunal, laten, dan separatisme masih kerap muncul di
kawasan ini.

Naskah ini merupakan refleksi pengalaman penulis dalam
kajian-kajian konflik vertikal dan horizontal di Asia Tenggara da-



lam enam belas tahun terakhir. Penulis berupaya merekonstruksi
pendekatan kajian konflik yang melihat sentimen primordial
sebagai penyebab utama terjadinya konflik. Argumentasi penu-
lis, konflik berbasis identitas digerakkan oleh sebuah ekosistem,
seperti perasaan terancam, religiosentrisme, dan iliterasi media
sosial. Oleh karena itu, strategi transformasi konflik dapat
dilakukan dengan mengatasi deprivasi dan memperluas ba-
tas-batas sosial bersama yang memungkinkan terjadinya dialog
dan rekonsiliasi.

Tulisan ini terdiri dari lima bagian. Pertama, pendahuluan
yang menguraikan makna konflik horizontal dan vertikal serta
inovasi tulisan ini. Kedua, narasi perkembangan teori dan kajian
konflik di Indonesia dan Asia Tenggara. Ketiga, uraian pene-
litian tentang konflik komunal antarkelompok agama; konflik
intra-agama; serta konflik vertikal di Asia Tenggara. Keempat,
refleksi dan pembelajaran dari penyelesaian konflik di Asia
Tenggara. Kelima, mendeskripsikan kontribusi penelitian penu-
lis terhadap khazanah studi konflik dan perdamaian. Keenam,
menjelaskan implikasi praktis temuan penelitian yang telah
dipaparkan sebelumnya.



1. PERKEMBANGAN TEORI-TEORI KONFLIK

Konflik merupakan topik yang banyak dikaji dalam ilmu so-
sial dan humaniora, baik yang mencakup tipologi, penyebab,
pergeseran, maupun kebijakan damai. Sejumlah penelitian yang
penulis lakukan berupaya memperbaiki teori penyebab konflik,
yaitu ethnic group conflict theory (teori konflik kelompok etnis),
dan ‘tipologi konflik agama’ serta ‘kebijakan damai’ dalam kon-
teks masyarakat Asia Tenggara.

Terkait dengan tipologi, para sarjana telah merumuskan
berbagai kategori konflik. Misalnya, Deutsch mengidentifikasi
konflik menjadi kekerasan ataupun laten®. Merujuk Merton,
konflik laten merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan
dampaknya terhadap integrasi sosial®. Konflik laten dapat
bertransformasi menjadi kekerasan apabila terdapat mobilisasi
massa oleh elite, stereotyping melalui framing media, dan
tersedianya kesempatan bagi perubahan struktural’. Seperti
Wessel dan Wimhofer®, Van Klinken mengklasifikasi konflik
kekerasan di Indonesia berdasarkan sumbernya®, yakni konflik
separatis, konflik komunal, kerusuhan lokal dan sosial.

Secara konseptual, penyebab konflik dijelaskan oleh
teori identitas sosial dan teori konflik realistis. Teori pertama
menjelaskan bahwa, baik proses psikologis antarindividu
maupun antarkelompok dapat memunculkan permusuhan
melalui prasangka'®. Keanggotaan dalam suatu kelompok
psikologis merupakan syarat yang mencukupi terjadinya
konflik. Teori kedua menyatakan bahwa konflik antara para
pihak bertujuan untuk memperebutkan kepentingan material dan
atau simbolik. Persaingan cenderung meningkatkan favoritisme
kelompok dan menciptakan prasangka serta perselisihan
terhadap kelompok lain't. Ethnic group conflict theory



mengombinasikan kedua teori ini sebagai berikut!?. Persaingan
antarkelompok dapat meningkatkan solidaritas kelompok dan
memunculkan permusuhan terhadap kelompok lain. Selain itu,
individu memiliki kebutuhan untuk menilai kelompoknya lebih
unggul dari kelompok lain. Perasaan terancam yang lahir dari
persaingan, cenderung memperkuat mekanisme identifikasi
sosial serta mendorong sikap permusuhan terhadap kelompok
lain®,

Namun, teori ini kurang memberikan perhatian pada
proses pembentukan identitas sosial. Brubaker'* dan Jenkins'®
menegaskan bahwaidentitas sosial bukan konstruksiyang bersifat
statis. Konflik tidak dapat lepas dari pembentukan batas-batas
sosial, yang mencakup relasi antarindividu dalam satu kelompok
dan kelompok lain, antarkelompok sosial, dan representasi yang
dimiliki bersama'®. Batas tersebut dapat mengalami transformasi
dan perubahan batas sosial mendorong aktivasi identitas politik,
eksploitasi, diskriminasi, atau kekerasan.

Sejumlah studi mengenai konflik, terutama kekerasan
komunal di Indonesia, telah banyak dilakukan, baik oleh peneliti
asing maupun dalam negeri. Misalnya, Van Klinken'’ dan
Nordholt*® melakukan penelitian untuk memahami kekerasan
dan intoleransi antaretnik di Indonesia pasca-1998. Demikian
juga, Bertrand®®, Wilson®, dan Van Klinken® telah melakukan
kajian mengenai rentetan konflik antaretnis/agama di Maluku
dan Sulawesi. Sementara itu, di dalam negeri, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIP1) merupakan pionir dalam riset
konflik pada periode 2004-2007. Misalnya, Nurhasim dkk.
mengkaji penyelesaian konflik Aceh?. Yanuarti dkk. meneliti
penyelesaian konflik Maluku??. Warsilah dan Wardiat menulis
strategi penanganan konflik sosial di Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah?. Sementara itu, Tirtosudarmo menganalisis



konflik sebagai konsekuensi dari proyek nation building yang
gagal®*. Semua riset tersebut menjelaskan konflik kekerasan di
Indonesia, baik yang bersifat horizontal dan vertikal.

Sementara itu, topik intoleransi berbasiskan agama
merupakan arus utama (mainstream) dalam kajian konflik di
Indonesia pada masa kini. Beberapa studi yang banyak dijadikan
referensi ialah Liddle yang menulis Islamic turn di Indonesia
pada 1996, yakni berkembangnya orientasi keberagamaan yang
lebih religius di kalangan kelas menengah menjelang Orde Baru
berakhir®. Pada 2000, Hefner menuliskan civil Islam, yang
mengaitkan adanya proses-proses normatif dalam masyarakat
Islam Indonesia akan memperkuat demokrasi dan menjaga
kebinekaan?. Pada 2013, Van Bruinessen menulis conservative
turn, yang memperkuat Islamic turn yaitu berkembangnya
orientasi keberagaman Islam yang lebih konservatif?’.

Studi terkini mengenai intoleransi di Indonesia dilakukan
oleh Menchik?®, Menchik dan Trost?®, dan Hadiz®. Menchik
mengatakan bahwa toleransi di Indonesia lebih berbasis pada
hak-hak komunal. Menchik dan Trost menyatakan bahwa
muslim Indonesia tidak lebih toleran daripada muslim di negara
lain dan krisis intoleransi tersebut bukan merupakan hasil dari
demokratisasi. Sementara itu, Hadiz menjelaskan kemunculan
Islam politik terkait karakteristik demokrasi Indonesia yang tidak
liberal. Kelompok ini muncul sebagai bagian dari menguatnya
kapitalisme oligarki yang menggunakan politik identitas.
Pembahasan mengenai orientasi politik keagamaan sekarang ini
berkelindan dengan perkembangan teknologi informasi. Sebagai
contoh, kajian Lim menunjukkan ruang internet Indonesia
digunakan untuk persebaran, baik berita bohong maupun ujaran
kebencian®.

Di sisi lain, kebanyakan studi konflik di Asia Tenggara
mengkaji konflik separatisme di Filipina dan Thailand. Futchs



menjelaskan etnis Moro lebih konservatif dalam beragama
dan memiliki kepemimpinan yang kuat dalam organisasi
dan perjuangan bersenjata sehingga mendapatkan dukungan
internasional®!. Studi Budiwanti menunjukkan gerakan separatis
Moro dan Pattani muncul karena diskriminasi, marginalisasi,
dan represi politik®. Temuan ini mendukung kajian Che Man
yang memaparkan bahwa perjuangan etnis Moro ataupun
Pattani dipicu oleh sejarah integrasi dan kolonialisasi internal®.
Sebaliknya, kajian Majul® dan Pitsuwan® merekomendasikan
politik rekognisi terhadap kedua minoritas ini. Sementara itu,
sebagai resolusi konflik, Mcvey menyarankan asimilasi budaya
untuk mencegah munculnya nasionalisme etnis®. Namun,
pandangan ini ditolak oleh Brown karena asimilasi merupakan
salah satu pemicu gerakan separatis®.

Penelitian yang penulis lakukan selama enam belas tahun
terakhir berupaya untuk memberikan kontribusi sebagai
berikut. Pertama, mengisi kesenjangan literatur antara kajian
konflik yang memusatkan perhatiannya pada kontestasi elite
dan perubahan struktural dengan kajian-kajian konflik yang
menekankan pada sikap individu, seperti diskriminasi dan
prasangka. Hasil penelitian disertasi penulis’ pada periode
2010-2015 menunjukkan bahwa ethnic group conflict theory
relevan untuk menganalisis relasi antarkelompok etnis dan
agama di Ambon dan Yogyakarta. Identitas agama dan etnis
mendorong sikap intoleransi karena tingginya perasaan terancam,
ketidakpercayaan terhadap kelompok lain, religiosentrisme, dan
rendahnya tingkat interaksi sosial

Pada 2018, penulis bersama tim peneliti LIPI, menguji
kembali ethnic group conflict theory terhadap masyarakat umum
di sembilan provinsi®. Hasilnya, identitas agama dan etnis
mendorong lahirnya sikap intoleran dan radikal melalui sejumlah



variabel yang merupakan ekosistem konflik. Selain perasaan
terancam; ketidakpercayaan (distrust), dan religiosentrisme,
juga terdapat iliterasi media sosial serta rendahnya pemisahan
antara agama dan politik. Perasaan terancam yang sedemikian
kuat, meminjam istilah Gurr, berakar pada deprivasi dan
perasaan ketidakadilan®. Iliterasi media sosial, kaitannya
dengan intoleransi, menandai pergeseran karakteristik konflik
di Indonesia dari konflik komunal kepada konflik laten dalam
bentuk sikap ‘intoleran yang semakin terbuka.’

Kedua, mengisi kesenjangan literatur dalam studi minoritas
keagamaan yang kurang memerhatikan mekanisme rekonsiliasi
konflik intra-agama. Dalam kajian relasi Sunni-Syiah di
Sampang dan Sunni-Ahmadiyah di Mataram, pada periode
2015-2017, tim LIPI dan penulis mengidentifikasi keyakinan
teologis, ikatan sosio-kultural, dan jaringan organisasi sebagai
pembentuk ketahanan minoritas keagamaan®. Selain itu,
rekonsiliasi kultural, merupakan mekanisme resolusi mayoritas-
minoritas dalam Islam yang dapat diterima, dan dibandingkan
melalui pendekatan hukum*', Studi ini juga merekomendasikan
pencegahan persekusi terhadap minoritas melalui peran aktif
pemerintah dan masyarakat sipil sebagai agen perdamaian®.

Ketiga, mengisi kesenjangan literatur dalam studi kebijakan
perdamaian di Asia Tenggara. Penelitian penulis di 2005-2006
menarasikan proses perdamaian pada masa itu. Kebijakan damai
Filipina melalui Autonomus Region for Muslim Mindanao
(ARMM) gagal dalam merealisasikan perdamaian karena disertai
dengan pendekatan keamanan. Selain itu, kebijakan damai
Thailand melalui pembentukan the National Reconciliation
Commission (NRC) gagal mengatasi kekerasan politik karena
komisi tersebut hanya memiliki kewenangan yang terbatas®.
Kedua kasus ini menunjukkan bahwa upaya damai akan gagal
jika tidak ditempatkan dalam kerangka politik rekognisi.



Keempat, bersama Tim Kajian Papua LIPI, pada 2008, penulis
menyampaikan hasil dalam satu bagian buku Papua Road Map.
Buku tersebut mengidentifikasi empat akar persoalan konflik
Papua, yaitu sejarah integrasi dan identitas politik; kekerasan
politik, diskriminasi, dan marginalisasi orang Papua; serta
kegagalan pembangunan®. Penelitian ini telah menjadi referensi
bagi kajian Papua dan didiskusikan oleh para sarjana, seperti
King, Elmslie, dan Webb-Gannon*, Macleod*, Drooglever?,
dan Anderson*. Namun sayangnya, hasil studi tersebut belum
menjadi rujukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik
Papua. Pada 2017, bersama tim kajian Papua LIPI, penulis
melakukan penelitian “Updating Papua Road Map”*. Hasilnya
menyimpulkan bahwa keempat akar persoalan Papua belum
terselesaikan dan persoalan lain muncul, seperti depopulasi
dan konsolidasi politik Papua merdeka. Untuk memahami
permasalahan konsolidasi Papua, penting kiranya mempelajari
dinamika konflik di Asia Tenggara, seperti terurai di bagian
depan.



I1l. DINAMIKA KONFLIK DI ASIATENGGARA

Sebelum 1998, konflik di Asia Tenggara pada umumnya ter-
kait dengan gerakan separatis di Aceh, Papua, Pattani (Thailand
Selatan), dan Mindanao (Filipina Selatan). Konflik komunal di
Indonesia pada masa tersebut dapat dicegah oleh rezim Orde
Baru dengan menggunakan segala cara termasuk pendekatan
represif. Pascareformasi 1998 ditandai oleh munculnya ber-
bagai konflik komunal menggunakan identitas agama dan atau
etnis. Selain itu, konflik antara negara dan gerakan separatis ma-
sih berlanjut di Asia Tenggara. Naskah ini menggunakan termi-
nologi konflik horizontal yang mencakup konflik komunal dan
persekusi terhadap minoritas keagamaan, serta intoleransi ke-
agamaan. Sementara itu, terminologi konflik vertikal menjelas-
kan konflik antara pemerintah dan gerakan separatis.

3.1 Konflik Horizontal di Asia Tenggara

Berdasarkan beberapa kasus konflik komunal di sejumlah
daerah, pada periode 1999-2004, penulis mengkaji interaksi
sosial sebelum dan sesudah terjadinya kekerasan, serta proses
rekonsiliasi pascakonflik di Ambon dan Poso. Menghidupkan
kembali interaksi sosial merupakan kata kunci untuk
mendekatkan kembali komunitas yang tercerai berai®®. Akan
tetapi, mewujudkan interaksi sosial pascakonflik juga penuh
tantangan mengingat adanya kolektif memori kekerasan dan
penguatan identitas sosial.

Konflik Poso merupakan contoh untuk melihat pergeseran
karakteristik konflik dari kekerasan komunal berbasis agama
menjadi kekerasan politik, yakni perlawanan terhadap aparat
keamanan sebagai imbas dari penegakan hukum?®!. Kekerasan



komunal di daerah ini terjadi pada 1998 sebagai puncak
ketegangan komunal yang dieksploitasi oleh paraelite lokal untuk
memperjuangkan kekuasaan. Desentralisasi dan demokratisasi,
setelah jatuhnya rezim Orde Baru, menjadikan elite lokal
merasa terancam posisinya dan memanfaatkan momentum ini
untuk menegosiasi kepentingannya. Ketika konflik kekerasan
berlanjut tanpa terkendali, Laskar Jihad melakukan intervensi
dengan terlibat di dalamnya sehingga konflik meluas. Setelah
kesepakatan damai ditandatangani oleh kedua belah pihak,
konflik tidak serta-merta berhenti karena rekonsiliasi belum
menyentuh pada akar rumput. Selain itu, penegakan hukum
terhadap kelompok garis keras memunculkan kekerasan karena
aparat keamanan menjadi sasaran dalam konflik ini.

Konflik Ambon  merupakan  kekerasan  komunal
antarkelompok beragama pada 1999-2004. Kajian sebelumnya
mengemukakan bahwa perasaan terancam sejumlah elite lokal
menjadi pemicu karena kekuasaan Orde Baru di 1990-an
lebih berpihak kepada kelompok agama tertentu. Reformasi
politik 1998 menjadikan momen kedua kelompok elite politik
menegosiasi kepentingannya dengan memanfaatkan kecemasan
sebagai imbas dari perubahan politik nasional. Kontestasi
elite ini didukung oleh memori pada masa kolonial ketika
Belanda memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu
untuk menjalankan birokrasi. Kemudian elite kedua kelompok
merasa saling terancam posisinya ketika sistem demokratis
memungkinkan kekuasaan diperoleh melalui pemilu. Akhirnya,
ketegangan komunal antara kedua kelompok terejawantah pada
konflik dengan menggunakan simbol agama®2.

Setelah konflik berakhir pada 2004, didahului oleh
Perjanjian Malino I pada 2002, interaksi sosial antara komunitas
muslim dan kristiani mengalami perubahan. Sebelum konflik,



kedua pemeluk agama ini tinggal berbaur di Kota Ambon dan
anak-anak mereka belajar di sekolah yang sama. Namun setelah
konflik, komunitas muslim dan kristiani tinggal di pemukiman
yang terpisah, menyerupai situasi di masa kolonial. Mereka
memilih tinggal di pemukiman yang seagama atau bersekolah di
daerah yang seagama karena merasa tidak terancam, baik secara
fisik maupun sosiokultural. Konflik Ambon juga menandai
formasi ulang konstelasi politik berdasarkan agama di Maluku.
Rekonsiliasi padatingkat elite politik bermuara pada kesepakatan
yang tidak tertulis, yakni politik perimbangan dalam pembagian
kekuasaan berdasarkan agama®:.

Ambon pascakonflik ditandai dengan proses rekonsiliasi dan
segregasi sosial. Keduanya berjalan beriringan dalam proses
merajut kembali ikatan-ikatan kultural antara dua kelompok yang
berbeda agama untuk menyembuhkan luka dan trauma konflik.
Hal tersebut tampak dari seringnya penggunaan seremonial
adat pela ataupun gandong menjelang peristiwa-peristiwa
politik. Selain itu, muncul gerakan rekonsiliasi di kalangan anak
muda melalui tema budaya yang melampaui identitas agama®.
Namun, memori kekerasan pada masa lalu tidak menghapus
kecurigaan terhadap kelompok lain. Pada generasi muda di
sejumlah universitas, gejala intoleransi masih ada. Misalnya,
dalam pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di salah
satu perguruan tinggi, persoalan agama menjadi preferensi
utama®. Para mahasiswa juga memilih untuk berteman akrab
dengan mahasiswa seagama karena diyakini mereka tidak akan
menyerang dan dapat dipercaya. Fenomena saling menghindar
menunjukkan masih adanya perasaan terancam, rendahnya
interaksi sosial, dan tingginya religiosentrisme®®.

Fenomena menghindari kelompok agama lain juga terjadi
di daerah lain, di kota yang selama ini dikenal sebagai jantung



toleransi dan harmoni, yaitu Yogyakarta. Kita memahami apabila
fenomena ini terjadi di Ambon karena sejarah relasi antarumat
beragama yang disertai dengan konflik dan memori kekerasan.
Akan tetapi, ketika fenomena serupa terjadi di Yogyakarta, hal ini
diduga adanya perubahan dalam orientasi keagamaan generasi
muda menjadi lebih konservatif®’. Orientasi ini belum tentu
mengarah pada intoleransi. Namun, apabila hal ini didukung
oleh ekosistem, seperti perasaan terancam, ketidakpercayaan,
dan penafsiran keagamaan yang tidak kontekstual, maka hal ini
dapat mengarah pada terciptanya jarak sosial.

Meningkatnya konservatisme agama berimpitan dengan
meningkatnya tindakan intoleransi, terutama persekusi
terhadap minoritas aliran keagamaan, seperti Syiah dan Jemaah
Ahmadiyah, dariperiode2004—-2012. Hal inimenandai pergeseran
karakteristik konflik komunal dari antarkelompok agama
menjadi intra-agama. Persekusi terhadap komunitas Ahmadiyah
di Lombok terjadi pada 2004 dan 2005 yang mengakibatkan
anggota komunitas ini mengungsi di Asrama Transito Mataram.
Sementara itu, penyerangan terhadap komunitas Syiah terjadi di
Sampang pada 2012. Mereka dipaksa mengungsi ke Sidoarjo.
Sampai 2018, Pemerintah belum memberikan kepastian
terhadap masa depan pengungsi karena belum selesainya proses
rekonsiliasi®®. Penyebab kedua konflik ini cukup rumit dari
perbedaan penafsiran terhadap teks keagamaan, konflik global
Sunni-Syiah, kontestasi elite lokal, dan persoalan personal®.
Demikian juga teologi Syiah yang meyakini keberadaan dua
belas imam serta Ahmadiyah yang memercayai bahwa Mirza
Ghulam Ahmad merupakan nabi terakhir menjadi penghalang
bagi dialog untuk rekonsiliasi®.

Rekonsiliasi antara pengungsi Syiah dan Ahmadiyah dengan
masyarakat tempat asalnya masih dimungkinkan melalui



pendekatan kultural dan tidak menyentuh perbedaan keyakinan
teologis. Rekonsiliasi berdasarkan pendekatan perlindungan
HAM sulit diwujudkan karena konteks sosial budaya yang
belum mendukung®. Rekonsiliasi berdasarkan pendekatan
teologis juga sulit karena terkait dengan perbedaan keyakinan®,
Pendekatan kultural ini masih memungkinkan karena relasi
kekerabatan antara pengungsi dan saudaranya dari kampung
halamannya tetap terjaga®. Selain itu, relokasi pengungsi ke
tempat yang baru tidak memberikan jaminan keamanan pada
warga pengungsi.

Pada 2017, program inklusi sosial Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia-Nahdlatul Ulama (NU)
telah mendorong interaksi yang lebih terbuka antara pengungsi
Ahmadiyah dan warga sekitar sehingga mereka mendapatkan
hak administrasi kependudukan. Namun di sisi lain, pengungsi
diminta menurunkan ekspresi keagamaannya dan dapat berbaur
dengan masyarakat setempat. Sementara itu, program tersebut
di Sampang belum menunjukkan kemajuan kecuali penerimaan
kembali pengungsi Syiah untuk mengunjungi kampung
halamannya®. Belajar dari bina damai pada konflik Ahmadiyah di
Tasikmalaya dan Syiah di Bangil, kami menengarai bahwa untuk
mendorong proses rekonsiliasi diperlukan agen perdamaian, baik
dari kalangan pemerintah maupun masyarakat®. Pada periode
2003-2013 terjadi insiden penyerangan terhadap komunitas
Ahmadiyah di Tasikmalaya dan sekolah Syiah di Bangil,
sebanyak empat kali. Namun, setelah kekerasan meledak, NU
setempat di kedua daerah tersebut memfasilitasi rekonsiliasi
antara kelompok penyerang dan korban sehingga konflik dapat
dilokalisasi®.

Sebagaimana telah disampaikan di bagian awal, karakteristik
konflik pasca-2016 mengalami pergeseran dari persekusi
terhadap minoritas keagamaan menjadi berkembangnya



fenomena intoleransi, yaitu sikap menolak hak-hak sosial
dan politik kelompok lain; dan radikalisme, yakni penafsiran
keagamaan yang mengarah pada penggantian sistem politik
yang sah®®. Penggunaan politik identitas dalam Pemilihan
Gubernur DKI 2017 dapat menjadi inspirasi gerakan intoleransi
keagamaan di daerah lain®”. Hal ini tampak dari tingginya
orientasi yang menolak pemimpin politik dari kelompok agama
lain. Di sisi lain, globalisasi ikut berperan mentransmisikan
nilai intoleransi dan radikalisme yang bersifat transnasional®,
Ekosistem politik keagamaan juga mendukung berkembangnya
fenomena ini, seperti gerakan untuk mewujudkan NKRI yang
bersyariat®. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi narasi-narasi
positifkeindonesiaan dan kebangsaan. Juga, diperlukan strategi
kebudayaan dalam mencari titik temu antara nasionalisme dan
pandangan keagamaan yang semakin konservatif™.

Konflik komunal di luar Indonesia terjadi di Myanmar, yakni
persekusi terhadap minoritas Rohingnya oleh mayoritas Rakhine
pada 2012 dan 2017. Etnis ini tidak diakui sebagai salah satu
etnis minoritas oleh Pemerintah Myanmar dan menjadi korban
diskriminasi sejak 1962. Kerusuhan antaretnis di Rakhine pada
2012 mengakibatkan ratusan orang Rohingnya meninggal
dan ribuan lainnya mengungsi’?. Kejadian serupa berulang
kembali pada 2017 sehingga mereka mengungsi ke Bangladesh,
Malaysia, dan Indonesia. Sampai sekarang, etnis Rohingnya
menjadi pengungsi tanpa kewarganegaraan.

Minoritas Rohingnya atau disebut Muslim-Rohingnya atau
Muslim Arakan, diperkirakan berjumlah sekitar 35% dan Buddha
59% dari 3,8 juta penduduk Rakhine. Kelompok minoritas muslim
ini berasal dari berbagai keturunan etnis lain, seperti Burma,
Bengali, Arab, dan Persia. Sebelum 1784, Arakan merupakan
sebuah negara merdeka dengan penduduknya mayoritas muslim.
Setelah Raja Burma, Bowdawpaya, menyerang Arakan, negara



ini dianeksasi oleh Burma sehingga komunitas muslim menjadi
minoritas. Dalam perkembangannya, minoritas muslim di
Arakan mengonstruksi identitasnya sebagai Rohingnya, berasal
dari kata Rohang, nama kuno dari Arakan”.

Meskipun sudah menetap selama ratusan tahun di Arakan,
merekamasih dianggap sebagai pendatang gelap dari Bangladesh.
Pandangan lain menganggap bahwa mereka adalah bagian dari
penduduk asli, orang Arakan. Pada 1958, Presiden pertama
Myanmar, Sao Shwe Thaik mendeklarasikan bahwa muslim
Arakan ialah bagian dari ras asli Myanmar. Namun, Undang-
Undang Kewarganegaraan 1982 tidak mengakui muslim Arakan
sebagai bagian dari warga negara™. Pemerintahan junta militer
Myanmar pada 1988, mendirikan sejumlah distrik militer baru
di Rakhine. Mereka mengambil alih tanah milik etnis Rohingnya
tanpa kompensasi. Hal ini menjadikan etnis tersebut tidak
memiliki kewarganegaraan dan tanah tempat tinggal ™.

3.2 Konflik Vertikal di Asia Tenggara

Konflik vertikal dalam naskah ini mencakup gerakan separatis
di Mindanao, Pattani, dan Papua. Gerakan separatis paling
signifikan di Filipina Selatan meliputi the Moro National
Liberation Movement (MNLF) dan Moro Islamic Liberation
Movement (MILF). Klaim immoral and illegal annexation,
asmiliasi kebudayaan dan marginalisasi, serta kekerasan
politik melatarbelakangi munculnya MNLF. Organisasi
ini menandatangani perjanjian damai pada 1996, kemudian
bergabung dalam Autonomous Region for Muslim Mindanao
(ARMM) pada 1999”. Dalam praktiknya, ARMM tidak
berjalan sebagaimana harapan MNLF karena hanya bersifat
administratif.”® Namun, Pemerintah menuduh ARMM telah
menyalahgunakan anggaran sehingga pembangunan tidak
berjalan. Akhirnya, pimpinan MNLF, Nur Misuari kembali



berperang dan melarikan diri ke Malaysia pada 2001. Pemerintah
Malaysia menangkap dan mengembalikan Misuari ke Filipina
untuk diajukan ke pengadilan.

MILF lahir dari rahim MNLF dan memisahkan diri pada 1977
karena konflik internal, serta orientasi ideologinya berdasarkan
Islam™. MILF melanjutkan perjuangan bersenjata sampai
perjanjian damai pada 2014. Sebagai tindak lanjut perjanjian
tersebut, Pemerintah Filipina pada 2018 mengakomodasiotonomi
Bangsamoro melalui Bangsamoro Organic Law. Komitmen
Pemerintah menetapkan undang-undang ini untuk mengatur
otonomi, termasuk penerapan Syariah Islam, sebagai bagian dari
politics of difference dan power sharing®. Kebijakan ini telah
mengakhiri sejarah kekerasan terhadap bangsa Moro sejak abad
ke-17. MILF merupakan organisasi yang memiliki kekuatan
militer terbesar di Mindanao, tetapi pada akhirnya menurunkan
tuntutannya dari merdeka ke otonomi, termasuk penerapan
syariat Islam®. Pengesahan undang-undang ini menunjukkan
mayoritas politik nasional mendukung otonomi bangsa Moro
untuk mencegah konflik kekerasan yang berkelanjutan®. Mereka
menyadari bahwa pendekatan represif hanya melahirkan memori
kolektif penderitaan yang menghambat proses perdamaian®,

Namun, sebagian faksi-faksi di dalam MNLF dan MILF
membentuk kelompok-kelompok bersenjata di Sulu dan
Mindanao, dan memiliki jaringan dengan organisasi teroris
internasional. Misalnya, Abu Sayyaf Group diperkirakan
terbentuk pada 1990-an oleh Abdurajak A. Janjalani, merupakan
salah satu faksi dalam MNLF yang kecewa ketika MNLF
berunding dengan Pemerintah. Mereka beroperasi di Basilan,
Sulu, dan Tawi-tawi, dalam bentuk: penculikan untuk meminta
tebusan, pembunuhan, pemerasan, dan pengeboman. Sampai
2014, kelompok ini berafiliasi dengan jaringan Al-Qaida di Asia
Tenggara, Jemaah Islamiyyah dan bertujuan untuk membentuk



negara Islam di Filipina Selatan. Sejak 2014, kelompok ini
berafiliasi dengan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), di
mana pemimpinnya, Isnilon Hapilon, merupakan amir ISIS di
Asia Tenggara®.

Pada 2017, di tengah proses perdamaian antara MILF dan
Pemerintah sedang berlangsung, kelompok ini melakukan
serangan militer dan menguasai Marawi City selama lima bulan.
Meskipun mereka dapat dilumpuhkan secara militer, kelompok
ini tetap eksis karena hidup di dalam ekosistem konflik
yang berkelanjutan. Pemerintahan pusat dan Bangsamoro
Autonomus Region memiliki pekerjaan rumah untuk mencegah
berkembangnya gerakan ini pada masa depan dengan mengatasi
sejumlah persoalan. Misalnya memerangi korupsi, memastikan
layanan publik, dan membantu eks kombatan MILF kembali ke
kehidupan sipil®.

Sementara itu, konflik separatisme Thailand Selatan terjadi
di Pattani, Narathiwat, dan Yala yang didominasi oleh etnis
Melayu-Pattani. Gerakan separatis muncul sebagai akibat
gagalnya proses integrasi politik yang tidak mengakomodasi
etnis minoritas. Sejak 1902, kebijakan integrasi tiga wilayah ini
menggunakan pendekatan represif, asimilasi secara paksa, dan
pembangunan yang eksploitatif®*. Ketidakpuasan etnis Melayu-
Pattani berangkat dari kebijakan Raja Chulalongkorn pada 1902
menghapus otonomi pemerintahan lokal. Kemudian, pada 1921,
pemerintah mewajibkan bahasa Thai di sekolah Islam. Keduanya
menimbulkan pemberontakan bersenjata pada 1902 dan 1922.
Konflik meledak kembali pada 1947 ketika Pemerintah Phibun
Songkhram merevitalisasi politik sentralisasi dan nasionalisme
Thai. Gerakan separatis bersenjata yang terorganisasi, the
Pattani United Liberation Organization (PULO), berdiri pada
1960. Gerakan ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat
Melayu-Pattani  karena kekecewaan terhadap kebijakan



Pemerintah yang melakukan kontrol terhadap sekolah Islam
tradisional. Sejak masa itu, gerakan separatis bersenjata muncul
dan hilang bergantung pada tindakan pemerintah Thailand dalam
mengakomodasi kepentingan elite Melayu-Pattani®.

Konflik di Thailand Selatan pada masa kontemporer
bermula dari serangan terhadap sekolah dan gudang senjata
pada 2004. Pemerintah Thailand kemudian menetapkan darurat
militer untuk tiga wilayah selatan®. Setelah itu, kekerasan mulai
berlanjut dari pengeboman terhadap polisi dan tentara, serta
operasi militer terhadap gerakan separatis yang memakan korban
warga sipil. Insiden kekerasan secara terbuka terjadi pada tahun
yang sama, yakni penyerangan polisi ke masjid Kruese dan
insiden Narathiwat yang mengakibatkan puluhan demonstran
meninggal dunia.

Menghadapi gelombang kekerasan yang terus meningkat dan
kritik dari aktivis Hak Asasi Manusia, PM Thaksin membentuk
the National Reconciliation Commission (NRC) pada 2006.
Komisi ini merekomendasikan Pemerintah membentuk UU
Rekonsiliasi untuk tiga wilayah di Thailand Selatan. Selain itu,
komisi ini mengusulkan agar militer membentuk satuan tugas
perdamaian yang terdiri dari polisi, tentara, dan warga sipil.
Pemerintah juga disarankan untuk melakukan dialog dengan
kelompok militan agar tercapai perdamaian’. Sebelum satu pun
usulan tersebut diimplementasi, Pemerintahan Thaksin sudah
dikudeta oleh militer.

Pada 2013, Pemerintahan Yingluck Shinawatra memulai
proses dialog dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang
dimediasi oleh Malaysia. Namun, proses ini berakhir pada
2014 karena persiapan para pihak yang kurang memadai dan
pergolakan politik di Bangkok. Setelah kudeta militer, pada
2015, pemerintahan junta militer memulai proses dialog kembali



dengan gerakan separatis. Atas inisiatif Malaysia, dibentuk
Majelis Syura Pattani atau MARA, sebagai payung organisasi
bagi sejumlah front pembebasan Melayu-Muslim yang
terfragmentasi untuk berdialog dengan Pemerintah Thailand.
BRN, kelompok terbesar gerakan separatis dan paling signifikan
secara politik, tidak bergabung di dalamnya dan menganggap
front-front pembentuk MARA, kecuali the Pattani United
Liberation Organization (PULO), tidak memiliki pasukan
di lapangan®. Sampai sekarang, tidak ada satu kesepakatan
pun yang dapat dicapai dan proses dialog mengalami stagnasi
karena tidak ada komitmen yang serius dari Pemerintah dan
wakil dari gerakan separatis tidak representatif. Data kekerasan
menunjukkan pada periode 2009-2016, rata-rata 25 korban
meninggal dan 54 orang luka-luka akibat konflik separatis®.
Sampai sekarang, konflik kekerasan masih terjadi walaupun
secara sporadis dalam skala yang lebih kecil.

Selain Thailand Selatan, persoalan separatisme di Asia
Tenggara, khususnya di Indonesia yang belum terselesaikan
adalah konflik Papua. Reformasi politik 1998 tidak menjadikan
siklus kekerasan politik menjadi berhenti.?® Dalam periode
2000-2004 terdapat sejumlah kekerasan politik yang menarik
perhatian dunia internasional seperti kasus Wasior (2002) dan
Wamena (2003)-. Kekerasan politik juga muncul sebagai respons
Pemerintah atas tuntutan orang Amungme terhadap pengambilan
tanah oleh PT Freeport McMoran melalui cara-cara manipulatif
di masa Orde Baru®. Sejumlah insiden di atas menunjukkan
kegagalan Pemerintah dalam membangun perdamaian, dan
memperkuat memoria passionis.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyelesaian
konflik Papua dengan mengombinasikan cara illiberal, yakni
strategi  konvensional, seperti menggunakan pendekatan
keamanan, ataupun cara liberal, yaitu memberikan otonomi



khusus Papua (Otsus), pemekaran, dan mempercepat
pembangunan  termasuk infrastruktur®’. Namun, semua
upaya tersebut gagal mendorong proses perdamaian dan
rekonsiliasi. Berbagai alternatif kebijakan telah diusulkan untuk
menyelesaikan konflik Papua, seperti dialog internal Papua
dan dialog antara Pemerintah dan rakyat Papua, tetapi tidak
direspons oleh Pemerintah®.

Untuk merespons aspirasi Papua merdeka, Presiden Habibie
berdialog dengan tokoh Papua pada 1999. Namun, di sisi
lain, Presiden menetapkan UU No. 45/1999 yang mengatur
pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah.
Pemekaran tersebut ditolak secara luas di Irian Jaya karena tidak
menjawab tuntutan merdeka. Pemerintahan selanjutnya, Presiden
Abdurrahman Wahid mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua
dan mengizinkan bendera bintang kejora dikibarkan lebih
rendah dari bendera merah putih. Presiden ini dianggap sebagai
satu-satunya Presiden yang menyentuh hati orang Papua®.

Pada 2002, Presiden Megawati menetapkan UU No.
21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang proses
penyusunannya sudah dilakukan pada masa Presiden Wabhid.
Namun, pada 2003, Presiden mengeluarkan Inpres No. 1/2003
yang mengatur pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian
Jaya Tengah. Kebijakan ini menuai protes dan mendorong konflik
antarkelompok yang mendukung dan menolak pemekaran, di
Timika dan Manokwari®. Pemekaran tersebut melanggar UU
No. 21/2001 yang mengatur bahwa pemekaran provinsi harus
mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).
Di kemudian hari, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No.
45/1999 dan memberikan legitimasi provinsi tersebut dengan
UU No. 35/2008.



Pada 2012, Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang
Yudhoyono membentuk Unit Percepatan Pembangunan untuk
Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mengoordinasi
program pembangunan kedua provinsi. Persoalannya, unit ini
tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengoordinasi
program kementerian di Tanah Papua.®®* Akhirnya pada
awal 2015, unit ini dibubarkan oleh Pemerintahan Presiden
Jokowi. Walaupun Pemerintah telah berupaya mempercepat
pembangunan melalui UP4B, tetapi jumlah kekerasan politik
dari 2012 sampai 2014 meningkat sehingga tidak meningkatkan
kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah®. Presiden
Jokowi sampai dengan periode pertama selesai, telah membawa
harapan baru untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai.
Namun, beliau belum berhasil mewujudkan janjinya untuk
menghentikan kekerasan politik. Presiden Jokowi dalam periode
pertamanya meninggalkan warisan jalan trans-Papua, tetapi
jalan tersebut belum mampu menjadikan orang Papua sebagai
penerima manfaat yang signifikan®.

LIPI telah mengusulkan empat strategi Papua damai untuk
menyelesaikan akar persoalan konflik Papua melalui jalan
damai*. Internasionalisasi persoalan Papua yang disertai dengan
konsolidasi gerakan politik kaum muda dan diaspora Papua
tidak dapat dihadapi dengan pendekatan represif, tetapi dengan
merangkul mereka melalui dialog®”. Mempertahankan integrasi
Papua tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan keamanan
dan mengeksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan.
Kehadiran Indonesia di Papua lebih dibutuhkan untuk
memperkuat daya hidup orang Papua agar dapat melanjutkan
kehidupannya bersama habitat ekologis dan kebudayaannya®.
Semua bentuk represi hanya akan menambah luka orang Papua
dan menjauhkan dari identitas keindonesiaan. Kita harus
memberikan kesempatan orang Papua untuk menjadi bagian



dari Indonesia dengan cara mereka. Hal ini dapat tercapai hanya
melalui dialog yang bermartabat untuk melindungi hak-hak
dasar orang Papua. Otsus Papua merupakan hasil dari negosiasi
antara Pemerintah dan sejumlah elite politik Papua. Tidak
adanya negosiasi dengan elemen-elemen rakyat Papua yang
lebih luas menyebabkan Otsus tidak mendapat dukungan secara
luas. Ia merepresentasikan konsesi unilateral Jakarta, serta tidak
berkaitan dengan strategi mengatasi gerakan separatis®.

Dalam kondisi Tanah Papua yang didera kerusuhan akibat
protes terhadap rasisme, penulis masih memiliki optimisme
karena masih terdapat gerakan perdamaian, yakni Jaringan
Damai Papua (JDP). Kelompok ini terdiri atas etnis Papua dan
pendatang yang bergerak memfasilitasi dialog antarkelompok
etnis Papua, baik antara masyarakat dan Pemerintah Papua,
maupun antara masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat'®.



IV. REFLEKSI: PELAJARAN
UNTUK INDONESIA KE DEPAN

Dalam satu dekade ke depan, Indonesia akan menghadapi dua
persoalan terbesar, yakni intoleransi keagamaan dan konflik se-
paratisme Papua. Oleh karena itu, kita dapat belajar dari dinami-
ka konflik pada masa lalu ataupun strategi penyelesaian konflik
di negara lain.

Dinamika konflik horizontal memberikan pelajaran bahwa
perasaan terancam dan religiosentrisme merupakan temuan
penting. Keduanya merupakan bagian dari ekosistem yang
menggerakkan identitas agama atau etnis untuk berperan dalam
sikap intoleran, diskriminatif, dan tindak kekerasan terhadap
kelompok lain. Perasaan terancam merupakan temuan yang
paling signifikan. Ia lahir sebagai respons terhadap deprivasi
relatif, kesenjangan secara ekonomi, politik, dan budaya antara
kelompoknya dan kelompok lain. Perasaan terancam merupakan
reaksi dari kondisi marginalisasi yang dialami oleh suatu kelom-
pok. Sementara itu, religiosentrisme adalah sikap berprasangka
buruk terhadap kelompok agama lain dan penafsiran keagamaan
yang tertutup. Keduanya diperparah dengan politik identitas dan
iliterasi media sosial sehingga menumbuhkembangkan sikap
intoleran terhadap kelompok agama atau etnis lain.

Intoleransi dan radikalisme, serta penggunaan politik identi-
tas yang semakin terbuka telah mengancam prinsip kebinekaan,
semangat kebangsaan, dan etika kewarganegaraan. Hal tersebut
dapat dilihat dari sikap penolakan sebagian masyarakat terhadap
pemimpin yang berbeda agama. Hal ini diperburuk dengan
berkembangnya gerakan khilafah Islamiyah dan Indonesia
Bersyariah, yang menjadikan fenomena intoleransi ini menemui
konteks politiknya. Meminjam istilah Geertz, negara bangsa



perlu menempatkan sentimen keagamaan ini di dalam posisi
yang tidak bertentangan dengan nasion.

Pengalaman Myanmar, Thailand, dan Filipina dalam
menyelesaikan konflik di negaranya memberikan pelajaran ber-
harga dalam proses pembangunan kebangsaan. Persekusi terha-
dap etnis Rohingnya di Rakhine, Myanmar, yang disertai dengan
pengusiran dan eksklusi kewarganegaraan merupakan contoh
kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap warga
negara dan kelompok minoritas. Dalam konteks Indonesia, kita
memiliki persoalan yang hampir sama, yakni persekusi terhadap
kelompok minoritas aliran keagamaan sehingga mereka hidup
di pengungsian. Oleh karena itu, kebijakan inklusi sosial dan
rekonsiliasi kultural merupakan strategi yang tepat untuk me-
ngelola konflik komunal dan konflik intra-agama.

Sementara itu, Thailand dalam perkembangannya, telah
mencoba menyelesaikan konflik separatisme melalui pende-
katan terhadap elite lokal dan dialog dengan gerakan separatis.
Namun sampai sekarang, siklus kekerasan masih terjadi karena
pendekatan dialog hanya dilakukan dengan kelompok-kelom-
pok yang secara politik ‘tidak signifikan’. Sebaliknya, kelompok
terbesar dan signifikan, yakni Barisan Revolusi Nasional (BRN)
dikecualikan dalam dialog. Negosiasi dengan elite lokal melalui
pemberian bantuan ekonomi hanya dapat mengendalikan se-
kelompok elite, tetapi tidak menyentuh persoalan eksploitasi
sumber daya, asimilasi budaya, dan represi politik berkelanjutan.

Filipina adalah contoh pelajaran yang berharga dalam
menyelesaikan konflik separatis. Negara ini melakukan
pendekatan dialog dan negosiasi dengan gerakan separatis di
Mindanao yang besar dan signifikan (MNLF dan MILF). Hasil
perundingan damai 1996 dengan MNLF, gagal karena Peme-
rintah tidak berkomitmen untuk melaksanakannya. Baru pada



perjanjian damai 2014 dengan MILF, Pemerintah berkomitmen
untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai dan berhasil
mengakhiri konflik separatisme yang sudah berlangsung selama
44 tahun. Strategi resolusi konflik Mindanao mengikuti pola
perundingan damai antara Indonesia dan Aceh pada 2005.
Hasilnya, konflik separatisme di kedua daerah tersebut dapat
ditransformasikan ke dalam dialog dan rekonsiliasi, yang ditin-
daklanjuti dengan politik rekognisi terhadap entitas etnis Aceh
dan bangsa Moro.

Baik konflik komunal, intoleransi, maupun separatisme
akan selalu membayangi perjalanan bangsa ini karena kita tidak
pernah secara serius mendiskusikan nasion, proses menjadi
orang Indonesia, atau keindonesiaan dalam konteks sosiologis.
Pengarusutamaan label ‘NKRI’ adalah contoh betapa kita, secara
sadar atau tidak sadar selalu gandrung akan state, yang identik
dengan homogenitas, hierarki politik, dan kontrol terhadap
masyarakat. Sudah saatnya kita menjadikan nasion Indonesia,
meminjam istilah Anderson, sebagai proyek bersama, baik masa
sekarang maupun masa depan. Nasion adalah proyek yang tidak
pernah selesai. Namun, rezim politik tertentu dapat bekerja
sama dengan kekuatan imperialis untuk menghentikan proyek
ini dengan menggunakan politik identitas.



V. KESIMPULAN

Sejarah konflik sosial di Indonesia pascareformasi 1998 bersi-
fat dinamis yang ditandai oleh pergeseran karakteristik konflik.
Perubahan politik pada 1998 mendorong kontestasi elite lokal
menegosiasi kepentingannya dengan memobilisasi sentimen
primordial. Hal ini menjadi konteks kekerasan komunal an-
tarkelompok agama atau etnis pada periode 1999-2004. Kemu-
dian, setelah 2004, muncul persekusi terhadap minoritas aliran
keagamaan. Setelah 2016, karakteristik konflik bergeser kepada
konflik laten, yaitu semakin terbukanya sikap intoleran terha-
dap kelompok agama lain. Di samping itu, terdapat karakteris-
tik konflik yang relatif tidak berubah yakni konflik separatis di
Tanah Papua.

Pendekatan yang memandang bahwa identitas etnis dan
agama merupakan sumber utama dari intoleransi, radikalisme,
dan konflik sosial perlu direkonstruksi kembali. Simbol-sim-
bol identitas agama dan atau etnisitas sering kali digunakan
untuk memobilisasi massa disertai dengan narasi permusuhan.
Penelitian Penulis menunjukkan bahwa sentimen primordial
tidak secara langsung mendorong sikap intoleran atau tindakan
kekerasan. Namun, identitas ini dapat digerakkan oleh eko-
sistem konflik seperti telah dijelaskan di muka. Oleh karena itu,
pendekatan dalam kajian konflik perlu melihat dan memusatkan
perhatiannya pada ekosistem konflik termasuk relasi dominasi
dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang mengakibatkan
deprivasi relatif.

Konflik komunal berbasis sentimen keagamaan dapat
diselesaikan melalui pendekatan rekonsiliasi berbasis kultural
daripada pendekatan legal. Sebagai contohnya, konflik Ambon
dan Poso dapat diakhiri dengan Perjanjian Malino I dan II, dito-



pang pula oleh proses rekonsiliasi pada masyarakat akar rumput.
Salah satu bentuknya ialah merevitalisasi mekanisme kultural
yang terbukti efektif pada masa lalu untuk mendekatkan kedua
komunitas berbeda agama. Dalam kasus konflik intra-agama,
rekonsiliasi kultural pada akar rumput terjadi melalui program
inklusi sosial yang melibatkan pihak yang berkonflik untuk
berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya.

Pendekatan keamanan yang represif disertai dengan eksploi-
tasi pembangunan ekonomi bukanlah jawaban untuk mengatasi
separatisme. Mereka tidak bertujuan untuk memisahkan diri,
tetapi mengklaim kembali kemerdekaan yang dulu ‘dianggap
ada’ dan sekarang dirampas oleh negara ‘kolonial’. Dialog un-
tuk rekonsiliasi dengan kelompok separatis merupakan strategi
yang bermartabat untuk menjaga integrasi. Sebaliknya, kelom-
pok separatis dalam dialog akan menurunkan tuntutannya dari
merdeka menjadi otonomi yang mampu melindungi hak-hak
dasar masyarakatnya.



VI. PENUTUP

Rekonstruksi pendekatan dalam kajian konflik yang ditawar-
kan oleh naskah ini pertama-tama lebih menekankan pada per-
spektif paradigma untuk mengelola ekosistem konflik. Dengan
demikian, konflik dapat ditransformasikan menjadi fungsi dari
integrasi sosial. Fenomena intoleransi dan radikalisme, misal-
nya, tidak dapat dijawab dengan pendekatan negara yang repre-
sif. Akan tetapi, dapat dimoderasi dengan dialog, kohesi sosial,
serta sistem distribusi yang berkeadilan. Intoleransi dan radi-
kalisme perlu dimoderasi melalui strategi pengelolaan distri-
busi sumber daya dan kekuasaan agar mencapai semua lapisan
masyarakat. Di sisi lain, rekonstruksi sosial-keagamaan dapat
dilakukan dengan mentransformasikan penafsiran agama yang
tertutup melalui dialog dalam ruang-ruang publik yang bebas.
Sebaliknya, prasangka terhadap kelompok lain dapat dikurangi
melalui peningkatan kohesi sosial yang memungkinkan perlu-
asan batas-batas sosial bersama antarkelompok identitas yang
berbeda.

Pada tingkat kebijakan, Pemerintah dan organisasi-organi-
sasi masyarakat sipil dapat mendorong kampanye membangun
narasi positif keindonesiaan. Misalnya memberikan ruang pu-
blik keagamaan pada ormas keagamaan moderat dan melakukan
dialog dengan komunitas keagamaan ‘konservatif’. Pembubar-
an ormas radikal tidak akan efektif jika tidak disertai dengan
pengembalian kesadaran ideologis para pengikutnya. Selain
itu, untuk mencegah berkembangnya ujaran kebencian dan
berita palsu di media sosial, Pemerintah selayaknya melakukan
penegakan hukum yang lebih serius dengan tetap menjaga kebe-
basan berekspresi.



Kebijakan rekonsiliasi berbasis kultural yang sudah
dilakukan dalam konflik intra-agama adalah program inklusi
sosial bagi pengungsi minoritas aliran keagamaan. Di sejumlah
daerah, program tersebut dapat dilanjutkan dan didukung oleh
pemerintah dan lembaga donor. Program inklusi sosial selayak-
nya diperluas untuk mencegah berkembangnya konflik komunal
yang melibatkan relasi mayoritas dan minoritas karena program
ini mendorong interaksi yang berimplikasi pada pembangunan
ikatan kewargaan. Kebijakan ini berbeda dengan Myanmar yang
mencabut hak kewarganegaraan dan melakukan persekusi ter-
hadap etnis Rohingnya sehingga mereka hidup di pengungsian
tanpa kewarganegaraan.

Namun, rekonsiliasi kultural tidak dapat diterapkan untuk
kasus kekerasan politik seperti yang terjadi di Tanah Papua.
Rekonsiliasi tersebut harus didasarkan atas kebijakan negara
melalui proses yang terdiri dari pengakuan kebenaran, permin-
taan maaf, penegakan keadilan, pengampunan, pemaafan, reha-
bilitasi, dan kompensasi. Untuk mencapai rekonsiliasi tersebut,
pemerintah harus terlebih dahulu melakukan dialog dengan
gerakan politik Papua merdeka. Belajar dari kegagalan dialog
damai antara Pemerintah Thailand dan MARA, wakil dari Papua
harus berasal dari gerakan politik yang paling signifikan. Selain
itu, belajar dari keberhasilan perundingan damai antara Peme-
rintah Filipina dan MILF, dialog Jakarta-Papua harus didahului
dengan dialog internal antarkelompok masyarakat sipil di Tanah
Papua dan penghentian segala bentuk tindakan kekerasan dari
para pihak yang berkonflik.
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Arumsari
4. Romasta Napitupulu Bappeda Kab. Pembimbing 2017
Musi Rawas
5. Wahyu Dedi Bappeda Kab. Pembimbing 2017
Rahman Musi Rawas
6. Febrianida Sasmita Bappeda Kota Pembimbing 2017
Sungai Penuh
7. Zaka Firma Aditya Mahkamah Pembimbing 2018
Konstitusi
8. Rizkisyabana Mahkamah Pembimbing 2018
Yulistyaputri Konstitusi
9. Abdul Basid Fuadi Mahkamah Pembimbing 2018
Konstitusi
10. Muhammad Reza ~ Mahkamah Pembimbing 2018
Winata Konstitusi
11. Sharfina Sabila Mahkamah Pembimbing 2018
Konstitusi
12. Mery Christian Mahkamah Pembimbing 2018
Putri Konstitusi
13. Erlina MC Sinaga  Mahkamah Pembimbing 2018
Konstitusi

14. Wahyu Utomo BKKBN Pembimbing 2018

15 Indrawan Cahyadi =~ Kementerian Pembimbing 2018
Agama

16. Marwandianto Kemenkumham  Pembimbing 2018

17. Trsyad Zamjami Kemendikbud Pembimbing 2018




No. Nama Instansi Peran/Tugas Tahun
18. Otto Trengginas Setjen. MPR Pembimbing 2018
Setiawan
19. Rike Novianti Bappeda Kab. Pembimbing 2018
Bekasi
20. Dede Abdul Halim Bappeda Kab. Pembimbing 2018
Bekasi
21. Lestya Agmarina Kemenpar Pembimbing 2018
22. Giska Hadiyanti Bappeda Kalbar  Pembimbing 2018
23. Dasril Hasan Bappeda Kota Pembimbing 2018
Solok
24. Nyoman Arisanti Balai Arkeologi  Pembimbing 2018
Bali
25. Arie Januar BPNB Papua Pembimbing 2018
26. Muhammad BPNB Papua Pembimbing 2018
Jundullah Dzia
Ulhaq
27. Rusman Nurjaman LAN Pembimbing 2018
28. Bayu Indra Permana Mahkamah Pembimbing 2018
Agung
Mahasiswa (Program by Research LIPI)
No. Nama Bimbingan PT/Universitas Tahun
Lulus

1 Wabilia Husna (S2) Universitas Indonesia -

2 Rita Pawestri (S3)  Universitas Indonesia -

3 Septi Satriani (S3)  Universitas Indonesia -




K. Organisasi Profesi [lmiah

No. Jabatan Nama Organisasi Tahun

1 Anggota Himpunan Peneliti Indonesia (Him-  Sejak 2019
penindo), DKI Jakarta

2 Anggota Asia-Pacific Peace Research Associ- Sejak 2013
ation (APPRA)

3 Anggota International Peace Research Associ- Sejak 2018
ation (IPRA)

4  Anggota Forum Akademisi untuk Papua Da-  Sejak 2018
mai (FAPD)

L. Tanda Penghargaan

No. Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan  Tahun

. Satya X

Satyalencana Karya Presiden RI 2014
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